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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan 
Pengadilan Pajak 

Put-56844/PP/M.XVIIB/19/2014

Jenis Pajak : Bea Masauk
Tahun Pajak : 2013
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap  pembebanan bea 

masuk karena terdapat keraguan atas keabsahan stempel yang tercantum dalam Form E dan 
telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority, namun belum diterima 
jawaban, atas importasi Jenis Barang: 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach, diberitahukan 
dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013, ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 
KEP-6109/KPU.01/2013 tanggal 3 Oktober 2013;

Menurut 
Terbanding

: bahwa telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority, Shanghai Entry-
Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China, melalui Surat 
Kepala Kantor KPU BC Nomor S-3138/KPU.01/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan sampai 
dengan penjelasan tertulis pengganti SUB ini disusun belum diterima jawaban dari pihak 
issuing authority sehingga pembebanan bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang 
berlaku umum (MFN);

Menurut Pemohon 
Banding

: bahwa sebelum menerbitkan keputusan, seharusnya Terbanding memastikan bahwa 
permohonan konfirmasi telah diterima baik oleh pihak Shanghai Entry-Exit Inspection and 
Quarantine Bureau of The People’s Republic of China. Namun dalam kasus ini, Terbanding 
terburu-buru membuat keputusan. Sebuah keputusan yang tidak dilandasi oleh data dan 
informasi yang memadai, tentu akan menghasilkan keputusan yang berkualitas buruk;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor 
E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013 disimpulkan bahwa terdapat keraguan atas 
keabsahan stempel dari pihak issuing authorities;

bahwa telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority namun sampai 
dengan penjelasan tertulis pengganti SUB ini disusun Terbanding belum menerima 
jawaban dari pihak issuing authority sehingga pembebanan bea masuknya dikenakan tarif 
bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding karena 
seharusnya Terbanding menjelaskan apa alasannya meragukan asal barang sehingga 
merasa perlu untuk meminta konfirmasi kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and 
Quarantine Bureau of The People’s Republic of China. Bila keraguan atas asal barang 
tidak didasari oleh alasan yang kuat, akan menimbulkan potensi untuk penyalahgunaan 
wewenang jabatan, yang pada akhirnya dapat merusak nama baik Terbanding secara 
keseluruhan;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampaikan 
Surat Nomor SR-107/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 4 Juli 20147, Perihal: Penjelasan 
Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Banding dalam 
surat banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

Pos Jenis Barang Negara 
Asal

Pemberitahuan
Tarif Pos BM AC-FTA

1 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabrich China 5208.42.00.90 BM 0%

bahwa jumlah tagihan BM dan PDRI Rp131.338.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus 
tiga puluh delapan ribu rupiah);

4. bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian atas bukti-
bukti pendukung dasar-dasar penetapan SPTNP dan data-data lainnya;

5. bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan 
untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);

6. bahwa penelitian yang dilampirkan pada berkas keberatan:

Dokumen Nomor Tanggal Keterangan
PIB 252679 25 Juni 2013 Pemasok: Shanghai Merrypal Import & 

Export Co., Ltd
Form E: E133107050190063 tanggal 7 
Juni 2013

Invoice STPI-413-D-2-B 15 Mei 2013 Supplier: Daiwabo Neu Co., Ltd
B/L SHAJKT009491 7 Juni 2013 Shipper: Shanghai Merrypal Import & 

Export Co., Ltd
Form E E13310705019006

3
7 Juni 2013 Goods Consigned From: Shanghai 

Merrypal Import & Export Co., Ltd

bahwa penelitian terhadap uraian masalah sesuai risalah Pejabat KPU BC adalah:

a. bahwa importir termasuk dalam kategori importir produsen,
b. bahwa pada proses impornya atas PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013 mendapatkan 

jalur merah,
c. bahwa sesuai PIB, barang impor diberitahukan dengan menggunakan Form E Nomor 

E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013,
d. bahwa berdasarkan lembar penelitian dan penetapan tarif yang diterbitkan oleh 

Terbanding (PFPD) disebutkan bahwa adanya perbedaan safety seal stempel dengan 
specimen dari pihak issuing authorities,

e. bahwa maka terhadap importasi tersebut ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

8. bahwa berdasarkan Attachment A: Revised Operational Certification Procedures for the 
Rules of Origin of the ASEAN-China Free Trade Area

Rule 2

The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the issuing authorithies of the exporting 
party;

Rule 7

The issuing authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper 
examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

a. The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance 
with the requirements as dfined in the overloaf notes of the Ceryificate of Origin (Form 
E), and signed by the authorised signatory;

b. ....dst; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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9. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 
tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement Nomor 5 huruf b mengenai 
peneltian SKA disebutkan bahwa:

Indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah:

a) Ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA;

b) Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama 
dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan,

c) ....dst; 

10. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 
tanggal 3 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang terkait dengan Perubahan Operational Certification Procedure dalam rangka 
skema ASEAN-China Free Trade Area, disebutkan:

 
Huruf E angka 3.d:

"Dalam hal terdapat keraguan, dapat dilakukan permintaan retroactive check (prosedur 
verifikasi) kepada negara pengekspor awal untuk memberikan informasi mengenai Form E 
dan/atau negara intermediate untuk memberikan informasi mengenai movement certificate";

11. bahwa telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority, Shanghai Entry-Exit 
Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China, melalui Surat Kepala 
Kantor KPU BC Nomor S-3138/KPU.01/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan sampai dengan 
penjelasan tertulis pengganti SUB ini disusun belum diterima jawaban dari pihak issuing 
authority;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang 
telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-6109/KPU.01/ 
2013 tanggal 3 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan oleh karenanya Terbanding memohon kepada agar Majelis Hakim untuk menolak 
permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan keputusan Terbanding, 
namun apabila Majelis berpendapat lain, Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal 
treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan 
Surat tanpa nomor tanggal 21 Juli 2014 hal Bantahan atas Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, 
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa dalam SUB Terbanding menyebutkan kesalahan dari importir adalah adanya perbedaan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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safety steal stempel dengan specimen dari pihak Issuing Authorithies, sehubungan dengan hal 
tersebut Pemohon Banding sangat menyesalkan penjelasan Terbanding dengan alasan sebagai 
berikut:

1. bahwa SPTNP Nomor SPTNP-011243/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juli 2013 
menyebutkan bahwa penyebab timbulnya tagihan menurut surat penetapan tersebut adalah 
karena kesalahan jenis barang, jumlah barang, tarif dan nilai pabean, kesalahan yang 
disebutkan dalam SPTNP tersebut sangat berbeda dengan kesalahan yang disebutkan dalam 
surat penjelasan tertulis Terbanding;

2. bahwa Terbanding sebagai pihak yang berwenang untuk membuat penetapan tarif dan atau 
nilai pabean, seharusnya menunjukkan kesalahan importir sejak awal, dalam situasi yang 
dialami oleh Pemohon Banding seperti sekarang ini, Pemohon Banding dipaksa untuk 
membayar tagihan untuk kesalahan yang tidak diketahui, ketidaktahuan atas kesalahan itu 
juga menimbulkan kesulitan bagi Pemohon Banding untuk melakukan pembelaan pada saat 
mengajukan keberatan ke Terbanding;

3. bahwa hal seperti ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi para importir, yang dari sudut 
pandang yang lebih luas bisa berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding juga mengajukan bantahan atas penjelasan tertulis tersebut 
dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Terbanding tidak memiliki dasar hukum untuk menolak keberatan Pemohon Banding, 
karena sampai saat ini jawaban dari issuing authorithy belum diterima, bila jawaban tersebut 
belum diterima, bisa diartikan bahwa keraguan atas keabsahan Form E yang diajukan oleh 
Pemohon Banding tidak terbukti;

2. bahwa ada kemungkinan sehingga jawaban dari pihak issuing authorithy tidak diterima oleh 
Terbanding diantaranya adalah:

- bahwa permohonan retoactive  check tidak diterima oleh pihak issuing authority, hal ini 
bisa disebabkan oleh kesalahan penulisan alamat tujuan, atau mungkin surat tersebut 
memang tidak pernah dikirm;

- bahwa pihak issuing authority telah mengrimkan jawaban, namun jawaban tersebut tidak 
sampai kepada pihak Terbanding dengan alasan melihat 2 (dua) kemungkinan di atas, 
sangatlah tidak adil bila Pemohon Banding menanggung kesalahan yang tidak 
dilakukannya; 

 
bahwa berdasarkan bantahan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut, Pemohon Banding 
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mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding sebagai 
berikut:

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-6109/KPU.01/2013 tanggal 3 Oktober 
2013 yang dikeluarkan oleh Terbanding dan kembali menggunakan PIB Nomor 252679 
tanggal 25 Juni 2013 sebagau dasar dalam pembayaran bea masuk, PPN dan PPh Psl 22;

2. Memerintahkan Terbanding mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran yang telah 
dilakukan;

3. Memerintahkan Terbanding untuk membayar bunga atas keterlambatan pengembalian sebesar 
2% perbulan, terhitung sejak 1 bulan setelah putusan pengadilan diterima oleh pihak 
Terbanding;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan 
keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar mengenai AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 
tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of 
China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-
Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework 
Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South 
Asian Nations and The People’s Republic Of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai 
kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia 
Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of 
Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci 
dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China 
Free Trade Area;

bahwa PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan 
pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea 
masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 
internasional, atau
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b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang 
kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata 
cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi 
bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan 
perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara 
lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau 
sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk 
memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi 
segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur 
dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan 
diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan 
persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP 
AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan 
tarif preferensi;

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk 
menyampaikan dokumen pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dalam skema Asean-
China Free Trade Area (AC-FTA) dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung dimaksud antara 
lain:

• Commercial Invoice Nomor: STPI-413-D-2-B tanggal 15 Mei 2013;
• Packing List atas Invoice Nomor: STPI-413-D-2-B tanggal 15 Mei 2013;
• Bill of Lading Nomor: SHAJKT009491 tanggal 7 Juni 2013;
• Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 10229021900101268422 tanggal 5 Juni 

2013;
• Form E Nomor: E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013;
• Surat tanpa nomor tanggal 21 Juli 2014 hal Bantahan atas Penjelasan Tertulis Pengganti 

SUB;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan 
keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

Disclaimer
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bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding keraguan atas keabsahan stempel yang 
tercantum dalam Form E Nomor E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013, Terbanding 
menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-
Exit Inspection And Quarantine Bereau Of The People's Republic Of China dengan 
mengirimkan Surat Nomor S-3138/KPU.01/2013 tanggal 19 Juli 2013, hal: Confirmation on 
Certificate of Origin namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding a quo, Terbanding belum 
mendapat jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E tersebut;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk menyampaikan 
jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and 
Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan belum menerima jawaban konfirmasi dari 
penerbit Form E tersebut;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan terhadap Form E Nomor E133107050190063 
tanggal 7 Juni 2013, Form E tersebut telah ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagaimana 
tercantum dalam contoh Specimen Signatures of Officials Authorized to Issues Certificate of 
Origin of the People’s Republic of China atas nama: Xu Yan, Place of Certifying Authority: 
Shanghai China berlaku efektif sejak  1 Juli 2012 dan telah dibubuhi stempel oleh Shanghai 
Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi 
Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013 berupa 
100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabric, jumlah barang 600 roll, Negara Asal China, 
dengan menggunakan Form E Nomor E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013 telah memenuhi 
persyaratan impor dalam skema AC-FTA;

menimbang : berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan 
seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas 
importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013 berupa 
100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabric, jumlah barang 600 roll, Negara Asal China, 
pada Pos Tarif 5208.42.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-
undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai Nomor KEP-6109/KPU.01/2013 tanggal 3 Oktober 2013, tentang Penetapan 
atas Keberatan Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap SPTNP 
Nomor SPTNP-011243/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juli 2013, atas nama PT 
XXX, dan menetapkan atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 
25 Juni 2013 berupa 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabric, jumlah barang 600 roll, 
Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor E133107050190063 tanggal 7 Juni 
2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pada Pos Tarif 
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5208.42.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIB Pengadilan Pajak 
setelah persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dengan susunan 
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: 

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 November 2014 
yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh 
Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.
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